BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan seperti tersebut di atas, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan di Kabupaten Bantul sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bantul. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan bidang pertanahan menjadi urusan wajib di
Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul.

Kewenangan bidang pertanahan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten
Bantul terbatas pada kewenangan bidang pertanahan yang bersifat lokalitas.
Sedangkan kebijakan pertanahan secara regional dan nasional masih ditentukan
dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (Kantor
Pertanahan).

Dampak dari kebijakan pemerintah terkait dengan penyerahan kewenangan
bidang pertanahan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul hanya melaksanakan
kewenangan bidang pertanahan yang telah ditentukan bekerja sama dengan

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
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B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan bagi Pemerintah

Kabupaten Bantul untuk :

1. Memperkuat kedudukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai perangkat
daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kewenangan di
bidang pertanahan dan memberikan perhatian utama dalam pelaksanaan
kewenangan tersebut di Kabupaten Bantul.

2. Menyusun regulasi baik Peraturan Daerah maupun peraturan Kepala Daerah
sebagai peraturan pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan dengan
mendasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang pertanahan.

3. Menjalin kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam rangka
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan alih pengetahuan dalam

bidang pertanahan.
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